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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR|, TAHUN 222

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan
efisien sesuai dengan rencana dan Kketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu adanya
kebijakan  pengawasan  atas penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan guna optimalisasi
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijjakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun 2022;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;
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Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 nomor 1045);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 23);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah
yang melaksanakan program Perangkat Daerah.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Kudus.

7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.

8. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan
yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal
pelaksanaan pengawasan.
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9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
adalah usaha, tindakan, dan Kkegiatan yang
dituyjukan untuk menjamin  penyelenggaraan
Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas
Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Kudus.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman kepada APIP dalam melaksanakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas
kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;

b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;

c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung
terselenggaranya program pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana
berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat
memberikan masukan terhadap penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan
lainnya;

e. meningkatkan kualitas pengawasan internal di
lingkungan Pemerintah Daerah;

f. mensinergikan pengawasan yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah; dan

g mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan
Program Kerja Pengawasan Tahunan.
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Pasal 4

Sasaran Pengawasan dilakukan terhadap:

a.

b.

c.
d.

(1)

(3)

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh
Perangkat Daerah;,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
pelaksanaan seluruh  kegiatan yang didanai
APBD, termasuk pengawasan Dana Alokasi
Khusus.

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2022 mengatur tentang kegiatan,
sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan.

Uraian Kegiatan, Sasaran dan Fokus Kebijakan
Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus Tahun 2022, disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

b. Tujuan;

c. Kebijakan Pengawasan;

d. Sasaran Pengawasan,

e. Fokus Kebijakan Pengawasan; dan
f. Penutup,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Jadwal pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kebijakan
pengawasan lain, inspektur berwenang untuk
menetapkan penugasan atau bentuk lain di
lingkungan Inspektorat.
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Pasal 7

APIP dalam melakukan pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 11 Junuari 2022
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Diundangkan di Kudus
pada tanggalﬁ 12 Januari 2022
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM ’ANI INTAKLR/

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR |,
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